MEKANISME PENYELESAIAN
PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPRD, SERTA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Disampaikan oleh:
Dr. Fajar Laksono Suroso
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KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI



1.  UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN
2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM  PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN
DPRD

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN
2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM  PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN
2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM  PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN
2018 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL
PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM



PENGAJUAN
PERMOHONAN

PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN
PERMOHONAN

PERBAIKAN
KELENGKAPAN
PERMOHONAN

PENCATATAN DALAM
BRPK

PENYAMPAIAN SALINAN
PERMOHONAN DAN
PEMBERITAHUAN SIDANG

‘ RAPAT

.PEMERIKSAAN
PERSIDANGAN

PEMERIKSAAN
PENDAHULUAN

PERMUSYAWARATAN
HAKIM

SIDANG

PENGUCAPAN
PUTUSAN

PENYERAHAN
SALINAN
PUTUSAN



TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
(PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

3x24
jam
(sejak)

Permohonan Lengkap
PENGAJUAN
PERMOHONAN

BRPK

8 Mei 2019
s.d

27 Mei 2019

(OFFLINE)

PENGUMUMAN

PENETAPAN

PEROLEHAN 8 Mei 2019

SUARA HASIL s.d
PEMILU SECARA 25 Mei 2019

PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN
PERMOHONAN
PEMOHON

NASIONAL OLEH
KPU

PEMOHON
MEMPERBAIKI

Pengajuan
8 Mei 2019 Permohonan

s.d. daring (online)*
22 Mei 2019

BERKAS
PERMOHONAN

—

Permohonan
Belum Lengkap

3 x 24 jam

i iteri 9 Mei 2019
3‘x 24 (sejak diterima APBL) 1 1 Juli 2019
jam . s.d
(sejak) 8 Mel:OW 31 Mei 2019
s.
28 Mei 2019

* Penyerahan Permohonan asli dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya
tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan

Keterangan:

AP3 : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
APBL : Akta Permohonan Belum Lengkap
BRPK  : Buku Registrasi Perkara Konstitusi
ARPK : Akta Registrasi Perkara Konstitusi



TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN
(PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD)

Permohonan pembatalan paling lama 3 x 24 jam sejak
penetapan hasil diumumkan penetapan

penghitungan perolehan perolehan suara hasil Pemilu

suara secara nasional secara nasional oleh Termohon
oleh KPU

Contoh:
=  Pengumuman, Rabu 8 Mei 2019 pukul 10.00 WIB
= Tenggang waktu 3 x 24 jam sejak diumumkan

Rabu 8 Mei 2019, 1x24 Kamis 9 Mei 2019, 2x24 Jumat 10 Mei 2019, 3x24 Sabtu 11 Mei 2019,
10.00 WIB jam 10.00 WIB fam 10.00 WIB tam 10.00 WIB



PENGAJUAN PERMOHONAN
(PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

Diajukan ocleh
DPP
partai politik

Diajukan
paling lama 3x24 jam
sejak penetapan

perol ehan suara
oleh KPU

b ™ IS

|-\.

Dibuat dalam

ditandatangani

gl

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan
ditandatangani oleh Pemohon sebanyak 4 rangkap

Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani
oleh kuasa hukum

. Permohonan memuat:
a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat

elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK
sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa
hukum.

b. Uraian yang jelas mengenai:

b.1 kewenangan Mahkamah

b.2 kedudukan hukum Pemohon, penjelasan sebagai Partai Politik
Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD peserta
Pemilu;

b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan

b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan
suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan
suara yang benar menurut Pemohon

b.5 petitum, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan
hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan
menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar
menurut Pemohon



Lanjutan ...

Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung
permohonan dan daftar alat bukti

Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 rangkap (1
rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)

Alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat
bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.

Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan
dalam bentuk softcopy word (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu)
unit flash disk.



TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
(PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

3 hari
(setelah)
Pengajuan 11 Juni 2019
Permohonan -
(offline)
Pengumuman .
penetapan .
serolehan 23 Meld 2019
s.
suara hasil 25 Mei 2019
Pemilu secara
nasional oleh KPU
—~ Pengajuan
Permohonan -
8 Mei 2019 daring (online)*
s.d. 3 hari
22 Mei 2019 (seielah) -

* Pemohon atau kuasa hukum menyerahkan Permohonan asli dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) hari sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan Permohonan

Keterangan:

BRPK : Buku Registrasi Perkara Konstitusi
ARPK : Akta Registrasi Perkara Konstitusi



TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN
(PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

Permohonan pembatalan

hasil paling lama 3 hari setelah
penetapan hasi

penetapan perolehan suara hasil
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
oleh Termohon

penghitungan perolehan
suara secara nasional
oleh KPU

Contoh:
=  Pengumuman, Kamis 23 Mei 2019
= Tenggang waktu 3 hari setelah penetapan

Kamis 23 Mei 2019 Jumat 24 Mei 2019 Sabtu 25 Mei 2019 Minggu 26 Mei 2019



PENGAJUAN PERMOHONAN
(PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani
oleh Pemohon sebanyak 12 rangkap

Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa
hukum

. Permohonan memuat:

a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-
mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda
anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

b. Uraian yang jelas mengenai:

b.1 kewenangan Mahkamah

b.2 kedudukan hukum Pemohon, penjelasan sebagai pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden peserta Pemilu;

b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan

b.4  pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang
ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar
menurut Pemohon

b.5 petitum, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil
penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil
penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon



Lanjutan ...

Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang
mendukung permohonan dan daftar alat bukti

Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 12
rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11
rangkap penggandaan)

Alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label
pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat

bukti.

Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga
diserahkan dalam bentuk softcopy word (.doc) yang
disimpan dalam 1 (satu) unit flash disk.



CONTOH FORM
AP3

MAHKAMAH KON STITUSI
REPUBLIK INDONESIA

AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
Nomor .../ ... PAN.MK/.../2019

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu sembilan belas pukul ... WIS,

telah diajukan Rermohonan Berselishan, Hasl Bemiliban Umum. anageta Dewan

Penwakilan, Rakyat dan Apggota Dewan Penwakilan. Rakyat Daerah JTahun 2019 oleh
Partai Politik ... wntuk, Provinsi ...

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus berfanggal ... 2019 memben kuasa

kepada ..., dkk

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHOM;
Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai TERMOHOM;

Berkas permohenan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permahonan
Pemeohon Elekironik. (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa
berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Momor 2 Tahun 2013 tentang Tata
Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Lmum. Anggeia Dewan Benvakilan,
Rakyat dan &ngonta Dewan Penyakilan, Rakyat Daerah.

Permchenan yang belum lengkap akan diberitahukan kepada Pemohon wuntuk
dilengkapi segera, sejak Pemchon menerima surat pemberitahuan.

Permohenan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Regisirasi Perkara
Konstitusi Elekironik. (e-BRPE).

Dremikian akia ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

| Panitera,
Muhidin, 5.H., M.Hum.

EI E gl Sigramiur Panitom Jin. MAsdan Mardeka lemt Mo, 8 Jakarin Pusast 10110
- Rinadin, M 150 10040 18800E 1 000 Fax: OF1-38301 77 Hrnad: oficedmir i

[=l:

Matarrgan

- Burabitokumen s tidak mermeriskan Wada angen besah kaners telah macanm obek ampral cengan d sarsfiat
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CONTOH FORM
DKPP

;"‘ MAHKAMAH KONSTITUSI REFUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jaram Midan e rdeka Barat Mo. B Jakarta 10110 Kodak Pas 999 Jakarta 10000
Telepon (E2-21) 23528000, Faksimie (2-21) 3524261, 3520077 Laman py madimmehkon st oo, ig

DAFTAR KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMOHON

NOMOR ...-... IPAN/PHPU-DPR-DPRD/2019
Pemohon - Bartai. Polifik, ...
Kuasa Hukum —
Pokok Permchonan - Perselisihan Hasil Pemilihan Lmum. Angoata DPR dan Anggota
DPRD Tahun 2019

Pengajuan Permohonan : hari ... tanggal ... pukul ... WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO. JENIS ADAITIDAK KETERANGAN

1. Permohonan

2. | Surat Egrsatujuan OPP Barmol

3. Surat Kuasa

4. Daftar Alat Bukti

5. | Alat Bukti Surat atau Tulizan

B. Penyimpan Data {Flashdisk)

7.
Jakarta, ... ... 2019
Panitera,
| Muhidin, $.H.,M.Hum.
EI E Dvgetal Sigratin [reeTE Jin, Madan Merdeks Pusnt Mo, § Jskadis Pusst 10910
s Mutidinn, HIP. 10810818 108302 1 001 F: 0135301 FF Emalt oMosmbn

[=]:

Katarsngan
- Suratidokuman ini tidak mamariuksn ands tsnges bassh kamna isish dissdatangani sscars skekironiagitsl {dofal spnstune] dengan dlangkep seriflat sleironi
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CONTOH FORM
DKBP

;'* MAHEAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
T11TE &= EEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Madan Merdeka Barad Moo € Jakaria 10410 Kolak Pos 895 Jakaria 10000
Telapon [E2<21) 23529000, Faksimibe (EZ21) 3024361, 3520177 Laman: By, Mt amenion st o, ig

DAFTAR KEKURANGLENGKAPAN BERKAS PERMOHOMNAN
NOMOR .../PAN/PHP.DPR-DPRDY.../2019
Hama Remaban: Fads Boltik -
-
Momer AFFP o . IPAN.MKI. /2018

HAL-HAL YANG DIPERIKSA ADAITIDAK KETERANGAMN
m 7y €]
T ERumAbeRAD. TaE T2 gk

2. Terulis dalam. bahasa Indonasia.

3. Ditandatangan ol=h BEzmaban
dan/asam busss. ukum.

2. Kepu‘n.lsan Izmoohon 4 rangkap.

Sekrstans. Jenderal OPF Badal. | 4 moakan,
Eie

3. Surat Byasa PamabanBatai | 4 ranakap.
Exdith. kenada,

3. 1 surat kua M

b. GWWWW
yang dibukubi meteral

o Ditaodatangand okh Bamaban s=ra

kuasa hukum.
4. Daftar Alst Bukti 4 rangkap.
5. &lat'Diokumen Bukti Surat atau | 4 rEanokan:

Teruliz = 1 (a0uka0. A9V dRkaI=D B GUauRDL
mslEral
b 3 rangkan pEnggRndAAD. At buldt yang
Izlzh.gimstarsl
6. &lat bukt lain
7. Benyimpan Data [(soffcopy 1. 2 unit.
dalam. fashdisk). 2. Isizesnaldengan, dokumen
pemnnhanan.dan daftar alat bulkdi
dalam apifasi word { doc).
Jakarta, ... 2019
Panitera,
Muhidin, 5.H.,M.Hum.
E E Oaptal Sgrratorn Pmruborn Jin. Madan Macdoka Bamt Mo 8 Askarta Pusst 10110
- Muhidin, NIP. 16310818 180302 1 001 Fax: O21-3830177 Emal ofosdlmicnd i

[=:

Hatar gegan
- Bumlidohuman ini tdak memaduban tanda lenges Bassh karena telsh dissdatangani secans slekinsnidgital (deafal sgmmune] dengan dilenghscd sertfal alekironi
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CONTOH FORM
APBL

MAHEKAMAH KONSTITUSI
REFUBLIK INDONESIA

AKTA PERMOHONAN BELUM LENGKAP
Nomor .../PANMK...[2019

Pada har ini .. fanggal ... bulan _. tahun dua ribu semhbilan belas pukul
........... WIB telah dilakukan pemerksaan kelengkapan Permohonan Pemohon perihal
Perkara Bgrselisiian. Hasil Bemiliban. Upoum. Angoota Dewan Benwakilan, Rakyat dan
Angaota Dewan Penwakilan, Rakyat Daerah Tahun 2019, berdasarkan Pasal 6§, Pasal
7. Pasal 9, dan Paszal 10 Peraturan Mahkamah, &gusjm;sg Homer, 2 Tahun 2018
tentang Tata Beracara. dalam. Perkara Berselisinan. Hasil Egmilhan.

Eamilinan. Loum.
Dewan Penwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Penwakilan, Rakyat Daerah
(PMEK 2/2013), diajukan oleh:

Partai. ... uptuk Provinsi ...... Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
bertanggal .. 2019 memberi kuasa kepada __ gkk.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
Terhadap

Komisi Pemilihan Umum
Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

lengkap dan sgsual dengan Bagal 13 PMEK 22018 Eapitera manstbitkan. Akia
Permohonan Belum. Lengkap {AF‘BLJ dan Bemghen dibsrkan kesempatan. untuk
melengkap. permabenan dimaksud dalam jangka wakiy, paling lama 3x24 (figa kali
dua puluh empat) jam sgjak APBL ditedma Bemahan.

Selanjutnya APBL ini dizertai dengan Daftar Kekuranglengkapan Berkas
Permohcnan terlampir.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Panitera,
Muhidin, 5.H.,M.Hum.

E E Crpeta) Sigratory Pariara Jin. BApdan Merdeka larsd Mo, § Jakarks Pusal 19110
Aoatin, MNP 10810818 1DE30T 1 001 Far: 021-35301 77 Email: ofcodDmbn o
[=]:

Hatarnrgan
- Burabidokurran ini bdek memariulsn landa langen Basah karena telah disndal sacarn ialigatal dnngen i martifiunl alekirani
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CONTOH
FORM DPKP3

g |

% MAHEAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
EEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Madan Mardeka Barat Mo & Jakaria 10110 Kolak Pos 595 Jakarta 10000

Telepon (E2-21) 23529000, Faksimie (E2-21) 3524261, 520177 Laman: By mabiamankan ey st og. ig

DAFTAR PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON

{DPKP3)
NOMOR .../PAN/PHPU.DPR-DPRD(, /2019
Mams Esmahen: Bacai Eolitis -
Praviosi .
MemerAPPR . . IPAN.MK. /2019

HAL-HAL YANG DIPERIK 5A ADATIDAK | KETERANGAM
{1 [F3] [E]
1. Remmabanan Tamis 1. 4 Engkan
2. Tedulis dalam bahasa Indonesia.
3. Ditandatznganl ol=h Bemabon
dan‘atay. buass hukum.
2. Keputusan Termnhon 4 rangksp
3. Barastuvan Ketws Lmuo, dan
Sakstans Jandersl OFP Baal. | 4 mogksn
o
3. Surat Enasa Bampba/Tadal 4 ra0akap.
Eplitk kenada, uass. hukum. a_ 15y 3l
b 3 ranokao peg ; [ATEEEN
yang dibukubl melersl
c.  Ritapdatangani ok=h Bamaban s=ra
kuasa hukum.
4. Daftar Alst Bukti 4 rangksp.
£, &5t Bukti Surst atau Tertulis 4 rangksm
3. 1 ranokap. alagdakumen buki dibubnnl
meleral
b 5 ranokap penggandaan. dlat hult yang
telah.gimatarsl.
8. &lat byt lain
7. Benyimpan Data (soffeopy 1. 2 unit.
dalar. fiashaisk]. 2. Isi sesnaldengan, dokurmen
pemnahanan.dan daftar alat bukd
gdalam apikasi word (| doc).
Jakarta..... Juni 2019
Panitera,
Muhidin, 5.H.,M.Hum.
EI EI [ m— Punhers i Rbedian Mordebe Baral Mo, 8 Jekans Pusst 10118
- Rlluinicin, P 10010000 1080302 1 008 Fas- OF1-38201 77 Emad: ofcsgimion &

[=]:

o —
- Bumbidokuman i idak meradulen ends lanpen basah arens belah AT TR wlek tnl (igeim!

fure) dergan déenghapi et slekions
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PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN

Sebelum ‘ Akta Pembatalan Penerimaan
BRPK Permohonan Pemohon
Penarikan kembali

diajukan secara ‘

tertulis pql.mg lama " . Tidak dapat . disertai dengan pengembalian
pada sidang diajukan kembali berkas permohonan

terakhir I
Setelah ‘ Ketetapan
BRPK Penarikan Kembali
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MANAJEMEN PENANGANAN PERKARA DAN PERSIDANGAN
(PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

Pemberitahuan Hari Sidang Pertama

Pemohon
Termohon

Parpol Peserta Pemilu paling lama 1 (satu) hari setelah
permohonan dicatat dalam BRPK
Bawaslu

paling cepat 7 hari (sejak)

menyampaikan Salinan
Permohonan * TERMOHON
= PARPOL
PESERTA

PEMILU . .
paling lama 1 (satu) hari setelah *» BAWASLU paling lama 2 (dua) hari sebelum

permohonan dicatat dalam BRPK sidang Pemeriksaan Pendahuluan

menyampaikan Jawaban
Termohon dan keterangan

Permohonan
dicatat dalam
BRPK

Persidangan

> 4

Putusan

Permohonan diunggah ke laman MK:
www.mahkamahkonstitusi.go.id
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MANAJEMEN PENANGANAN PERKARA DAN PERSIDANGAN
(PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

Pemberitahuan Hari Sidang Pertama

Pemohon

Termohon

Pihak Terkait paling lama 1 (satu) hari sejak
permohonan dicatat dalam BRPK
Bawaslu

paling lama 3 hari (setelah)

menyampaikan Salinan
Permohonan

menyampaikan Jawaban

= TERMOHON Termohon dan keterangan
Permohonan » PIHAK TERKAIT Persidangan
dicatat dalam = BAWASLU

paling lama 2 (dua) hari sebelum
sidang Pemeriksaan Pendahuluan

paling lama 1 (satu) hari sejak
permohonan dicatat dalam BRPK

BRPK

paling lama 14 hari kerja GUSD

Permohonan diunggah ke :
www.mKkri.id
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PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA)
(PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

SIDANG PANEL

Pemeriksaan
Pendahuluan

dan kejelasan materi
permohonan

* mengesahan alat bukti
Pemohon

* memeriksa kelengkapdn-

9 Juli 2019
s.d
12 Juli 2019

1

SIDANG PANEL

Pemeriksaan

Persidangan

. Sidang 15-18 Juli 2019

memeriksa permohonan Pemohon;
memeriksa Jawaban Termohon,
Keterangan Pihak Terkait, dan/atau
Keterangan Bawasly;

mengesahkan alat bukti

memeriksa alat bukti tertulis;

. Sidang 19-30 Juli 2019

mendengar keterangan saksi;
mendengar keterangan ahli;
memeriksa alat bukti lain;
memeriksa rangkaian data,
keterangan, perbuatan, keadaan,
dan/atau peristiwa yang sesuai
dengan alat bukti lain yang dapat
dijadikan petunjuk.

SIDANG
PLENO
Putusan Sela » I

membahas perkara Putusan
mengambil putusan

menyusun putusan
6 Agustus 2019

s.d

31 Juli 2019 9 Agustus 2019

s.d
5 Agustus 2019

Keterangan:

RPH : Rapat Permusyawaratan Hakim
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PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA)
(PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

SIDANG
PLENO
Putusan Selq » I

SIDANG PLENO

SIDANG PLENO

Pemeriksaan
Persidangan

Pemeriksaan

Pendahuluan

* memeriksa kelengkapan 1. Sidang 17 Juni 2019 1| ° membahas perkara Putusan
dan kejelasan materi * memeriksa permohonan Pemohon; * mengambil putusan
permohonan ®* memeriksa Jawaban Termohon, * menyusun putusan 28 Juni 2
* mengesahan alat bukti Keterangan Pihak Terkait, dan/atau vni 2019
Pemohon Keterangan Bawasly; 24 Juni 2019
® mengesahkan alat bukti s.d
= memeriksa alat bukti tertulis 27 Juni 2019
14 Juni 2019 2. Sidang 18 - 21 Juni 2019
®* mendengar keterangan saksi
®* mendengar keterangan ahli
= memeriksa alat bukti lain
Keterangan:

®* memeriksa rangkaian data,
keterangan, perbuatan, keadaan, RPH : Rapat Permusyawaratan Hakim
dan/atau peristiwa yang sesuai
dengan alat bukti lain yang dapat
dijadikan petunjuk.

17 Juni 2019 s.d 21 Juni 2019 21









